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Kemitraan Unicef dan
Pemerintah

Berhasil Tingkatkan
Akses Sanitasi Alor
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,/4 Warga Kabupaten Alor berpartisipasi
%) dalam deklarasi Desa SBS

Kabupaten Alor merupakan Melihat keberhasilan tersebut, Tantangan dan permasalahan
salah satu kabupaten di NTT pemerintah Kabupaten Alor di lapangan tentu tak bisa

yang mendapatkan dukungan melalui LSM CIS — Timor dihindari dalam pelaksanaan
program STBM dari Unicef-BMGF. melanjutkan program STBM program STBM di Kabupaten
Program ini pun telah berjalan pada 2014-2015 di 12 kecamatan Alor. Berbagai pendekatan
sejak Juni 2013 hingga Kini. yakni Kecamatan Teluk Mutiara, strategis pun dilakukan baik
Pada 2013-2014 program ini

berkonsentrasi di 5 kecamatan “Kabupaten Alor kita jadikan sebagai salah
Pulau Pantar yakni Pantar, . . .
pantar Barat, Pantar Tengah, satu kabupaten Sanitasi Total Berbasis
Pantar Timur, dan Pantar Barat Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.”

Laut. Masyarakat Pulau Pantar
menyambut penuh antusias.
Hasilnya dengan waktu yang

(Bupati Alor, Amon Djobo)

tidak lama sebanyak 15 desa Kabola, Alor Barat Laut, Alor oleh Pemda dan Unicef yakni
mendeklarasikan sebagai Barat Daya, Alor Timur, Alor dengan membangun kemitraan
desa Stop Buang Air Besar Selatan, Alor Tengah Utara, Alor dengan para pihak atau
Sembarangan (SBS). Timur Laut, Lembur, Mataru, multi stakeholders di daerah
Pureman dan Pulau Pura. seperti Pamsimas CIS Timor,
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Persentase akses jamban Kabupaten Alor tahun 2012-2015

Kodim 1622 Alor, Polres Alor,
Lembaga Agama, Lembaga Adat,
Perekrutan Tenaga Fasilitator
AMPL Kecamatan, Pembentukan
Pokja AMPL tingkat kabupaten/
kecamatan dan pendekatan
lainnya.

Di penghujung 2015, Kabupaten
Alor kembali mendeklarasikan
44 Desa SBS pada 14 Desember
2015. Bersamaan dengan ini
pula diselenggarakan acara
memperingati Hari Cuci Tangan
Pakai Sabun serta Peresmian
Pembangunan Pengamanan Air
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2014

Minum. Acara yang diresmikan
Bupati Alor, Amon Djobo ini
sejalan dengan tujuan utama
pembangunan Kabupaten Alor
yakni menciptakan generasi
Alor yang sehat dan mandiri. Hal
itu bisa terwujud salah satunya
dengan mendukung program
STBM. Seremonial pun dilakukan
dengan penandatanganan
Prasasti Desa Stop BABS (Buang
Air Besar Sembarangan) oleh
Bupati Alor,demo Cuci Tangan
Pakai Sabun (CPTS) oleh siswa-
siswi SD Wolwal dan perwakilan
undangan yang hadir.

“Prestasi ini tidak hanya

terukir di prasasti setelah
deklarasi berakhir tetapi akan
terus dijaga, dilestarikan dan
disebarkan kepada warga

yang belum tergugah untuk
hidup sehat agar Kabupaten
Alor kita jadikan sebagai salah
satu kabupaten Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur,” ujar
Amon. (Pokja AMPL Kabupaten
Alor : Reynolds Padji/ FK STBM -
Pamsimas, Aisyah Aga Ima/ FK -
Alor/Edit: Rini Harumi)

Masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan Pemicuan di Alor.




Langkah Langsa Menuju Sanitasi Lebih Baik

Langsa bertumbuh dan
berkembang pembangunannya
di berbagai sektor. Salah satu
sektor yang saat ini menjadi
perhatian pemerintah kota
Langsa adalah sanitasi yang
berdampak langsung pada
kesehatan serta kesejahteraan
masyarakat. Tingkat BABS
(Buang Air Besar Sembarangan)
di kota Langsa mencapai 26%

dan masih adanya Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
yang tidak memiliki sarana
dan prasarana yang layak dan
memenuhi standar. Sebagai
contoh banyak yang belum
memiliki jamban, pencemaran
tangki septik dan pencemaran
SPAL (Sistem Penyaluran

Air Limbah) serta adanya
pembuangan tinja ke saluran
lingkungan dan sungai, kebun/

tanah lapang, kolam, dll. Selain
itu masalah lainnya adalah aspek
pendanaan yang masih kurang
karena kemampuan fiskal daerah
kota Langsa yang terbatas.

Untuk menjawab itu semua,
Pemerintah Kota Langsa
mengharuskan para pegawai
negeri sipil memiliki jamban
dan tangki septik yang layak

desa/kelurahan bagi warga atau
masyarakat. Cukup unik, warga
yang akan menggelar pesta
pernikahan di desa diminta
untuk memiliki jamban atau
tangki septik layak di rumahnya.
Bagi yang sudah maupun warga
yang tidak mampu diwajibkan
untuk membersihkan lingkungan
sekitar tempat tinggal dan
rumahnya masing-masing serta

Kondisi lingkungan Langsa yang tidak sehat.

dan melakukan pengurasan
tangki terjadwal. Dengan
diberlakukannya sistem tersebut,
para pegawai pemerintahan
diharapkan bisa menjadi contoh
dan memberikan motivasi
kepada masyarakat untuk
menjaga lingkungannya dari
pencemaran air limbah.

Pemerintah Kota Langsa juga
menerapkan peraturan lokal

menyediakan tempat sampah.
Langkah tersebut diharapkan
mampu mewujudkan upaya
pemerintah daerah dalam
mengatasi persoalan sanitasi.
(Konsultan Individu City
Facilitator SSK (PPSP) Langsa,
Samsul Bahri/Edit: Rini Harumi)
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Maluku
Tenggara
Barat Undang
Pihak Swasta

Berkontribusi

Terinspirasi oleh lokakarya
kemitraan yang diselenggarakan
oleh Pokja AMPL Nasional tiap
tahunnya, Kabupaten Maluku
Tenggara Barat menggelar
serangkaian kegiatan salah
satunya mengundang pihak
swasta untuk berkontribusi
dalam program terkait sanitasi
dan kesehatan lingkungan di
wilayah Maluku Tenggara Barat.
Kabupaten Maluku Tenggara
Barat menunjukkan kemajuan
yang cukup baik yakni telah
menyelesaikan dokumen Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK)
dan Memorandum Pembangunan
Sanitasi (MPS) serta dalam
tahapan implementasi
pembangunan sanitasi.

Kepala Bappeda Maluku
Tenggara Barat, Aloysius
Batkormbawa mengatakan
untuk mewujudkan lingkungan
yang sehat serta sanitasi yang
layak di Maluku Tenggara Barat
adalah pekerjaan yang tidak
mudah karena banyak kendala
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yang harus dihadapi seperti
lokasi kabupaten yang berada

di perbatasan, masih banyaknya
warga yang melakukan BABS
(Buang Air Besar Sembarangan)
dan masalah lain yang harus
diberikan perhatian penuh.
“Kami himpun semua pihak
yang bersangkutan untuk

duduk bersama berdiskusi
mengenai program maupun
kegiatan apa yang bisa
dilakukan termasuk pihak swasta
untuk berkontribusi. Kami
mensosialisasikan dokumen serta
memperkenalkan hidup bersih
dan sehat,”ujar Aloysius.

Aloy mengatakan Bappeda
Maluku Tenggara Barat telah
beberapa kali menggelar
diskusi bersama pihak swasta.
Dalam hal ini Aloy menjelaskan
pihak pemerintah memberikan
keleluasan kepada pihak swasta
untuk memilih program mana
saja yang dirasa tepat. Aloy
pun menambahkan tidak ada
jumlah yang ditentukan karena

kontribusi nyata dari pihak
swasta untuk turut serta dalam
program sanitasi ini adalah
tujuan utamanya.

Kerja keras pun berbuah

manis. Beberapa pihak swasta
memberikan respon positif.
Banyak stakeholder yang tertarik
untuk turut serta dalam program
ini seperti Bank Modern dan
Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang
berkomitmen untuk membangun
jamban di beberapa desa di
Kabupaten Maluku Tenggara
Barat. Kemudian beberapa pihak
lainnya yaitu Bank Perkreditan
Rakyat, Pertamina, PT Telkom,
dan sebagainya. Pemerintah
Kabupaten Maluku Tenggara
Barat juga menyelenggarakan
beberapa kegiatan seperti
pencanangan PHBS (Perilaku
Hidup Bersih Sehat) oleh Bupati
Maluku Tenggara Barat pada 1
Juli 2015 dan kampanye PHBS
yang diprakarsai oleh PKK
Kecamatan di 5 desa Kecamatan
Nirunmas. (Rini Harumi)
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~ Camat Kahali menyampaikan sambutan dalam acara Deklarasi Kecamatan SBS.

Camat Katala Hamu Lingu
(Kahali), Thomas Peka Rihi
bersama Puskesmas Kombapari
di Kabupaten Sumba Timur
menyelenggarakan deklarasi
Kecamatan SBS (Stop Buang

Air Besar Sembarangan) pada
tanggal 21 November 2015
bertempat di kantor Kecamatan
Kahali. Deklarasi Kecamatan
SBS ini dihadiri oleh beberapa
pihak seperti perwakilan Pejabat
Bupati Sumba Timur, Dinas
Infokom, Bappeda, Dinkes, YPM,
dan Puskesmas Kombapari.

Camat Kahali dalam
sambutannya mengatakan
bahwa program SBS
merupakan kegiatan positif

L

dalam mendukung program
kecamatan yakni Kahali Berhias
yang menitikberatkan pada
keindahan dan kebersihan.
“Deklarasi berupa sumpah adat
yang merupakan janji sakral dari
masyarakat Kahali untuk tetap
mempertahankan statusnya
sebagai kecamatan bebas buang
air besar sembarangan.”

Dengan terselenggaranya
deklarasi SBS maka Kecamatan
Kahali merupakan kecamatan
pertama dari 22 kecamatan

di Kabupaten Sumba Timur
yang berhasil meraih Predikat
Kecamatan SBS. Keberhasilan
Kecamatan Kahali dalam
pelaksanaan STBM tidak terlepas

==

dari komitmen kuat dari Camat,
Puskesmas dan para Kepala
Desa serta partisipasi aktif

dan dukungan dari pemangku
kepentingan lainnya seperti
tokoh masyarakat, tokoh agama,
Tua Adat, BABINSA dan PKK
yang menjadi bagian dari Tim
STBM Desa dan Kecamatan.
Pelaksanaan program STBM

di Kabupaten Sumba Timur
merupakan kerjasama
pemerintah, UNICEF, Yayasan
Pahadang Manjoru dan Sinode
GKS dan menjangkau 22
kecamatan serta 165 desa yang
ada di Kabupaten Sumba Timur.
(Fasilitator WASH Kabupaten
Sumba Timur, Ita/Edit: Rini
Harumi)
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Demi mewujudkan kebersihan
serta kesehatan masyarakat
berbagai upaya harus dilakukan.
Tidak hanya melibatkan

peran pemerintah tetapi juga
masyarakat untuk berjalan
bersama. Langkah serta kebijakan
terkait air minum dan sanitasi
pun terus digelontorkan oleh
pemerintah kota maupun daerah
untuk mendukung sepenuhnya
gerakan ini. Terkait dengan

hal itu, pemerintah Provinsi
Papua dan Kabupaten Biak
Numfor beserta beberapa pihak
pendukung seperti Unicef Papua,
Wahana Visi Indonesia Regional
Papua, Yayasan Rumsram, Yayasan
Sinar Bhakti Husada, Yayasan
Noken Papua dan Yayasan Hirosi
menyelenggarakan kegiatan
Workshop yang berjudul “Belajar
dari Keberhasilan dan Kegagalan
Implementasi STBM di Provinsi
Papua”dan Deklarasi STBM
Provinsi Papua di Hotel Intsia,
Biak pada Selasa 17 November
2015.

Kondisi serta tantangan dalam

pelaksanaan pun dijabarkan
dalam lokakarya yakni langkanya
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air bersih menyebabkan

masih banyaknya penduduk di
Provinsi Papua mengonsumsi air
minum langsung dari sumber
air padahal sumber air telah
tercemar bakteri Escherichia Coli
akibat masih banyaknya BABS
(Buang Air Besar Sembarangan).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Papua, Aloysius Giai mengatakan
bahwa diperlukan upaya-upaya
luar biasa dan substansial untuk
mencapai hal tersebut. Salah
satunya adalah melalui upaya-
upaya promotif dan preventif
yakni mengajak masyarakat
secara sadar dan mandiri
mengubah perilaku buruk ke
arah Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS).

“Pendekatan yang telah
terbukti menumbuhkan
kesadaran masyarakat adalah
melalui Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM),” ujar Aloysius.

Terkait dengan deklarasi
STBM yang dilakukan, Bupati
Biak Numfor, Thomas Alfa
Edison Ondy sebagai tuan
rumah mengatakan Biak telah

menduduki posisi kedua
tertinggi setelah kota Jayapura
untuk cakupan sanitasi yakni
94,6% berdasarkan data Susenas
2014. Sebanyak 40 kampung
telah berhasil melakukan STBM
tidak hanya 1 pilar tetapi 5 pilar.
Hal ini merupakan pencapaian
bersama dari semua stakeholder
di Biak Numfor.“Melalui
lokakarya ini kami dengan
senang hati berbagi strategi
keberhasilan implementasi STBM.
Di sisi lain, kami juga menyadari
masih banyak hal yang perlu
kami dorong,” ujar Thomas.

Sementara itu juga
diselenggarakan deklarasi
STBM oleh enam kabupaten di
Papua meliputi Kabupaten Biak,
Jayapura, Jayawijaya, Merauke,
Sapiori, dan Keerom. Tidak
berjalan sendirian, masyarakat
Papua juga dibantu oleh
beberapa organisasi seperti
UNICEF, Simavi, Rumsram,
Wahana Visi Indonesia juga
Dinas Kesehatan setempat. (Rini
Harumi)
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PPSP 2015

Kajian Dampak Investasi Air Minum dan Sanitasi terhadap
Penurunan Biaya Kuratif

Berdasarkan studi PMU PPSP di

7 kabupaten/kota pada 2015,
ditemukan bahwa peningkatan
investasi air minum dan sanitasi
diiringi dengan laju penurunan
angka kesakitan diare per

1.000 penduduk. Fakta tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah
daerah secara tidak langsung

Investasi vs Angka Kesakitan
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peningkatan angka
kesakitan diare

peningkatan
investasi air minum
dan sanitasi

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa
tren/laju peningkatan investasi air
minum dan sanitasi menunjukan

nilai positif (tren meningkat),
sementara angka kesakitan diare per
1.000 penduduk hampir seluruhnya
menunjukan nilai negatif (tren
menurun). Hal ini menunjukan

adanya pengaruh investasi terhadap
menurunnya angka kesakitan diare.

melakukan penghematan,
karena peningkatan investasi

air minum dan sanitasi dapat
menekan laju peningkatan biaya
kuratif. Seperti yang ditunjukkan
dalam studi tersebut bahwa laju
peningkatan biaya kuratif lebih
kecil daripada laju peningkatan
investasi air minum dan sanitasi.

Investasi berdasarkan Sumber
Pendanaan

APBD
Kab./Kota

Masyarakat

APBN

Provinsi APBN

Secara umum, sumber investasi terbesar
adalah APBD kabupaten/kota yaitu
berada pada rentang 36-62% dengan
rata-rata 51% dari total investasi.

Kontribusi masyarakat juga tinggi,

dengan rentang 23-44% dan rata-rata
kontribusinya terhadap total investasi
air minum dan sanitasi mencapai 38%.

Biaya kuratif dapat ditekan
karena, selain diare, fasilitas air
minum dan sanitasi yang baik
mencegah penyakit lainnya,
yaitu chikunguya, kecacingan,
hepatitis A dan E, filariasis, eksim,
scabies dan DBD.

Sementara itu dalam kajian

Investasi vs Kuratif
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peningkatan peningkatan biaya
investasi air minum kuratif

dan sanitasi

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa
tren/laju peningkatan investasi air
minum dan sanitasi lebih tinggi
dibanding laju peningkatan biaya
kuratif. Kabupaten Badung merupakan
daerah pelaksanaan kajian dengan tren
peningkatan investasi paling tinggi.
Sementara Kabupaten Rote Ndao
menunjukan tren peningkatan biaya
kuratif terendah, bahkan di bawah nol
(tren menurun).
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ini juga ditunjukkan porsi
APBD dalam pembangunan

air minum dan sanitasi di 7
kabupaten/kota berada pada
rentang 36-62% dengan rata-
rata 51% dari total investasi dan
kontribusi masyarakat dengan
rentang 23-44% (rata-rata 38%).
Hasil tersebut menunjukkan
bahwa keterlibatan seluruh
pihak sangat berdampak pada
pembangunan air minum dan

sanitasi, sejalan dengan fakta
kontribusi masyarakat selama
2010-2014 yakni lebih dari 20%
dalam rangka pencapaian target
air minum dan sanitasi Indonesia
dalam MDGs 2015.

Secara lebih rinci, kajian tersebut
mendapatkan informasi bahwa
secara umum investasi terbesar
adalah di sektor air minum yakni
rata-rata sekitar 45%. Sedangkan
investasi pada air limbah

juga tinggi yaitu sekitar 37%.
Tingginya investasi kedua sektor
ini dipengaruhi oleh banyaknya
sumber pendanaan meliputi
APBN, APBD kabupaten/kota baik
murni maupun dalam bentuk
Dana Alokasi Khusus (DAK),
penyertaan modal kepada Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)
seperti PDAM maupun investasi
mandiri masyarakat.

(Aldy Mardikanto, Rini Harumi)

Pencapaian PPSP 2015

Program Percepatan
Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP) tahun 2015
diikuti oleh 21 kabupaten/

kota yang sedang menyusun
Buku Putih Sanitasi (BPS) dan
Strategi Sanitasi Kabupaten/kota
(SSK), lalu 98 kabupaten/kota
sedang menyusun Memorandum
Program Sanitasi (MPS) dan 100
kabupaten/kota di 30 provinsi.
Sampai dengan akhir tahun 2015
kemajuan penyusunan dokumen
yang disusun oleh Pokja AMPL
kabupaten/kota belum sesuai
dengan milestone atau target
pencapaian kegiatan yang telah
ditetapkan.

Berdasarkan data National
Water and Sanitation Information
Services pada laman website
ppsp.nawasis.info, status
kemajuan penyusunan BPS, SSK,
MPS, dan Pemutakhiran SSK
yang dilakukan oleh kabupaten/
kota sampai dengan tanggal 15
Februari 2016 adalah sebagai
berikut:

Kemajuan Kegiatan
Penyusunan Buku Putih
Sanitasi

Sebanyak 14 kabupaten/
kota dari 21 kabupaten/
kota seperti Musi Rawas
Utara, Barito Timur,

Pulau Pisau, Malaka dan
Timur Tengah Utara

telah >80% dalam tahap
penyelesaian dokumen
sebelum konsultasi publik
dan ditandatangani oleh
masing-masing kepala
daerah.

Kemajuan Kegiatan
Penyusunan Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota
Sebanyak 8 kabupaten/kota
dari 21 kabupaten/kota
seperti Kepulauan Meranti,
Murung Raya, Lampung
Utara, dan Sumba Tengah
telah >80% dalam tahap
penyelesaian dokumen
sebelum konsultasi publik
dan ditandatangani oleh
masing-masing kepala

daerah.

Kemajuan Kegiatan
Penyusunan Memorandum
Program Sanitasi
Sebanyak 53 kabupaten/
kota dari 98 kabupaten/
kota seperti Donggala, Sigi,
Muaro Jambi, Pangandaran
dan Boalemo telah >80%
dalam tahap penyelesaian
milestone serta Dokumen
Final MPS dan telah
diverifikasi oleh Pokja
Provinsi.

Kemajuan Kegiatan
Penyusunan Pemutakhiran
Strategi Sanitasi
Kabupaten/Kota

Sebanyak 85 kabupaten/
kota dari 101 kabupaten/
kota seperti Boyolali,
Kendal, Karanganyar,
Kudus, Magelang, dan Pati
telah >80% dalam tahap
penyelesaian milestone
Pemutakhiran Strategi
Sanitasi Kabupaten/Kota
dan telah diverifikasi oleh
Pokja Provinsi.
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